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ABSTRAK

Fat Junawati(2018) Konflik Tanah Ulayat Kaum Dt.Bandaro Di
Kanagarian Iv Koto Hilie Kecematan Batang Kapas Kabupaten Pesisir
Selatan

Terdapat 28 kaum di Kanagarian 1V Koto Hilie tujuh diantaranya
mengalami konflik tanah ulayat kaum yang terjadi dalam rentang satu tahun.
Dalam tujuh kaum yang berkonflik terdapat satu kaum yang masalahnya
sangat sukar diselesaikan bahkan sudah tiga kali melalui proses penyelesaian
mulaim dari KAN sampai pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi sampai
sekarang masih dalam proses hukum di Makamah Agung.

Tujuan Penelitian ini untuk Mendeskripsikan Penyebab terjadinya
konflik tanah ulayat kaum Dt. Bandaro di Kanagarian IV Koto Hilie sekaligus
Menganalisis bagaimana proses penyelesaian konflik tanah ulayat kaum Dt.
Bandaro di Kanagarian 1V Koto Hilie

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif, lokasi
penelitian di Kanagarian 1V Koto Hilie, Pemilihan informan dalam penelitian
ini dengan purposif Sumpling, dengan ketentuan informan kunci kedua pihak
yang sedang mengalami konflik dan informan biasa Pihak Kerapatan Adat
Nagari sebagai informan pendukung. Teknik pengumpulan data melalui
wawancara mendalam, Observasi, dan Study dokumentasi serta Analisis data
dengan reduksi data, Klasifikasi data dan pengambilan kesimpulan

Hasil dalam penelitian ini ada dua penyebab terjadinya konflik tanah
ulayat kaun Dt.Bandaro yaitu karena tidak adanya perwarisan pengetahuan
mengenai status kepemilikan tanah dan tidak adanya perjanjian tertulis
mengenai penggadaian atau masih menggunakan tradisi lisan sedangkan
penyelesaian melalui mediasi dengan KAN sebagai mediator, dan jalan
litigasi melalui pengadilan Negeri, pengadilan tinggi Padang dan sampai
sekarang masalah masih dalam proses hukum.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UUPA No 5 tahun 1960 pasal 10 ayat (1) yang berbunyi
“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah
pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya
sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”. Untuk itu
hak atas tanah adalah hak yang diberi wewenang oleh hukum kepada
pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah
yang dimilikinya baik digunakan untuk bertani maupun membangun
sesuatu.

Tanah merupakan aspek penting dari kehidupan setiap makhluk
hidup tak terkecuali manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan juga tidak
akan bisa terlepas dari manfaat tanah. Apalagi manusia baik itu
diperdesaan maupun diperkotaan orang-orang saling berebut untuk
mendapatkan sebidang tanah. Di kota-kota besar masyarakatnya
merebutkan sedikit tanah untuk tempat tinggal. Masyarakat perdesaanpun
orang- orangnya juga mempermasalahkan tanah untuk tempat tinggal dan
pertanian.

Tanah semakin lama akan semakin menjadi kebutuhan sekunder
bagi setiap orang. Mahalnya harga sebidang tanah dimasa sekarang salah
satu indikator kebutuhan akan tanah dan masalah yang dihadapi Indonesia

dimasa yang akan datang salah satunya adalah masalah pertanahan.



Pendapat penulis dikuatkan oleh Nasikun (1999:9-10) yang menyatakan
bahwa salah satu masalah sangat penting yang akan dihadapi Indonesia
dimasa yang akan datang adalah hadirnya masalah pertanahan didalam
skala dan karakter yang belum pernah terjadi di Indonesia. Sehingga
dengan pentingnya akan tanah oleh masyarakat membuat banyak terjadi
persengketaan tanah.

Berdasarkan perhitungan Badan Pertanahan Nasional tahun 2016
dari 34 Provinsi di Indonesia, Sumatera Barat merupakan Penyumbang ke
4 terbanyak terjadinya konflik pertanahan yaitu tercatat 353 konflik. Jadi,
rata-rata kabupaten dan kota di Sumbar merupakan penyumbang dari
konflik yang terjadi tersebut. Sedangkan data dari Kementrian Agraria dan
tata ruang atau Badan Pertanahan Nasional kantor wilayah Sumbar jumlah
sisa persengketaan tanah s/d 30 November 2017 sebanyak 242. Pesisir
Selatan merupakan penyumbang ke 6 terbanyak dari 19 Kabupaten dan
Kota tercatat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan
sebanyak 29 persengketaan selama setahun.

Kecamatan Batang Kapas sebagai salah satu Kecamatan yang ada
di Pesisir Selatan memiliki sembilan Nagari yaitu: Nagari 1V Koto
Mudiek, Nagari Teratak Tempatih, Nagari Tuik, Nagari Taluk, Nagari
Taluk Tigo Sakato, Nagari IV Koto Hilie, Koto Nanduo IV Koto Hilie,
Nagari Koto Nantigo IV Koto Hilie, dari sembilan kenagarian ini tiga

diantaranya hanya memiiki satu kantor KAN (kerapatan adat nagari) yang



membawabhinya, yaitu Nagari IV Koto Hilie, Koto Nanduo 1V Koto Hilie,

Nagari Koto Nantigo IV Koto Hilie.

Kenagarian 1V Koto Hilie mempunyai delapan suku yaitu: suku

Melayu, Chaniago, Jambak, Balaimansiang, kampai, Panai, Sikumbang,

dan koto. Dari delapan suku tersebut terdapat dua puluh tujuah kaum

Tabel 1
Nama-Nama Suku dan Kaum
No | Suku | Suku | Suku | Suku | Suku | Suku Suku Suku
Mela | cania | Jamb | Balai | Kamp | Panai | Sikumb | koto
yu go ak mansi | ai ang
ang
al Dts | Dt.Ta | Dt.Put | Dt.Ma | Dt.Raj | Dt.Rajo | Dt.Tan | Dt.G
amp |n iah jo 0 Batuah | Piaman | anda
i ono | Batu Indo | pengh m
Batu | ah ulu
t ah
2 DtR | Dt.R | Dt.Ma Dt.Ba | Dt.Batu | Dt.Tan | Dt.R
u ang | ajo ngkut ndo ah Piaman | ajo
kayo | Pahl | o Hitam tuo Inta
Maj | awan n
alelo
3 DtR | Dt.R | Dt.Ma Dt.R
ajo | ajo ngkut ajo
Muli | Basa | o Indo
e Kayo
“4 | DtG | DtB Dt.B
urua | anda anda
n h ro ro
Ala | Kuni
u m ang
r5 Dt.B | Dt.M
anda | ahar
ro ajo
u Sati | Besar
t6 Dt.
Mans
ati

Sumber: Diolah oleh peneliti




keterangan Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), dari tiga
Kenagarian ini yang banyak terdapat konflik tanah adalah Kenagarian 1V
Koto Hilie. Kenagarian IV Koto Hilie memiliki delapan suku dan dua
puluh tujuh kaum, dari delapan suku ini tujuh diantaranya mengalami
konflik tanah ulayat kaum. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Kepala
devisi bidang persengketaan Kanwil Sumbar, yang menyatakan bahwa
konflik tanah yang diajukan ke BPN kanwil Sumbar, adalah orang-orang
yang satu suku dan kaum.

Berdasarkan data-data yang didapatkan serta Informasi yang
diberikan oleh Ketua KAN dari ke 7 konflik kaum yang diajukan ke KAN,
penulis hanya mengambil satu kaum untuk mengkajinya secara lebih
dalam yaitu konflik kaum M.Dt. Bandaro. Masalah nyatanya terletak pada
penggadaian. Dt Bandaro menggadaikan pusaka kaumnya yang berbentuk
tanah basah yaitu 12 piring sawah pada salah seorang bernama Sate dan
Kalolang yang masih satu suku denganya tapi tidak satu pusaka, kemudian
sawah tersebut oleh Dt Bandaaro diwarisi pada kemenakannya sekaligus
kemenakannya ini yang menebus sawah itu kembali kepada Salieh tebusan
sebanyak 40 emas selaku anak dari Sate dan Kalolang, sebelum tanah
sawah ditebus oleh kemenakan dari Dt Bandaro tanah sawah tersebut
sudah dikuasai dan dikelola oleh keponakan Salieh dilain Jurai yaitu
Elnawir dan Fernando selama satu tahun. Sawah sudah ditebus oleh kaum

Dt. Bandaro yaitu Akmal pada Salieh, sebulan sudah penebusan itu Salieh



meninggal dunia sehingga tidak sempat membicarakan masalah gadai pada
keponakan yang telah mengelolah sawah tersebut.

Akmal Bandaro selaku kemenakan sekaligus mamak kepala waris
dari kaum Dt. Bandaro tersebut ingin memanfaatkannya setelah ditebus,
kemudian Elnawir yang telah memanfaatkan sawah itu sebulumnya, tidak
menerima dan terjadi lah cekcok mulut antara pihak Akmal dan Elnawir
dan pihak kaum Akmal langsung mengadukan masalah ini ke KAN.
Keputusan KAN tertanggal 20 juni 2015 dimenangkan oleh pihak dari
kaum Akmal Bandaro, dengan menetapkan: pertama, pihak yang dari
kemenakan salieh tidak menghadiri sidang secara lengkap, tidak
memperlihatkan ranji keturunan, dan tidak melihatkan surat-surat yang
dimilikinya serta tidak meghadi saksi kedua, pihak dari kaum Akmal.
Akmal Bandaro mempunyai ranji keturunan, menghadirkan saksi sepadan
dipersidangan serta berdasarkan peninjauna ninik mamak kelokasi yang
menunjukan batas-batas sawah yang jelas, maka sidang ninik mamak di
Kerapan Adat Nagari IV Koto Hilie, dapat menyimpulkan bahwa
sewajarnya kaum Akmal Bandaro yang berhak atas tanah sawah tersebut.
ketiga, bila yang bersangkutan tidak menerima atas keputusan ini, maka
mereka dapat melanjutkan persengketaannya kepengadilan. setelah
putusan itu Akmal langsung memanfaatkan dan mengelola sawah tersebut
kemudian pihak dari kemenakan Salieh tidak mengizinkannya pada saat
itu juga hampir terjadi perkelahian untung saja pihak kepolisian datang

untuk mengamankannya.



Gambar 1

Pemetaan mengenai keadaan konflik

kaedah pemetaan:

o0

hubungan penggadai dengan pemegang

gadai

Hubungan penebus dengan pemegang

gadai

‘j‘ = Hubungan mamak dengan kemenakan
‘W\}\‘ = yang mengalami konflik

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Walaupun putusan KAN telah menetapkan tanah sawah tersebut
hak milik dari kaum AM Bandaro. tetapi pihak dari kemenakan penerima

gadai tidak menerima dan mengatakan bahwa pihak dari KAN berat



sebelah dalam  memutuskan sehingga dibawalah permasalahan ini
kepengadilan Negeri pada tanggal 16 Agustus 2017, putusan pengadilan
Negeri masih tetap dimenangkan oleh pihak kaum Akmal, dan pihak dari
keponakan Salieh atua Elnawir masih tidak menerima dan menganjukan
banding kepengadilan tinggi tanggal 29 agustus 2017 dan bahkan sekarang
dibawa ke Makamah Agung pada bulan desember 2017.

Konflik yang terjadi dikaum Dt. Bandaro membuat hubungan
menjadi renggeng selaku anggota satu suku yaitu suku koto, selain itu
konflik juga memicu terjadinya tindakan kriminal jika tidak segera
diamankan dan diatasi secepatnya, kemudian yang namanya berkonflik
istilah minang mengatakan “ciek jadi arang ciek jadi baro” yang artinya
kedua belah pihak yang mengalami konflik akan mengalami kerugian
yang sama, minsalnya dalam hal materi semakin banyak mengadukan
masalah kepihak yang lebih tinggi akan menyita lebih banyak dana yang
seharusnya dana tersebut bisa dipakai untuk kesejahtraan suku maupun
kaum.

Menurut penulis dengan mengacu pada data dan berbagai
keterangan dari pihak terkait konflik tanah ulayat. Masalah konflik
pertanahan sudah merupakan masalah yang sangat kursial dan patut untuk
diteliti. Oleh karena itu penulis tertarik melihat lebih dalam bagaimana
persengketaan tanah ulayat kaum terjadi di Kenagarian IV Koto Hilie.

Dengan judul ” Konflik tanah ulayat kaum M.Dt. Bandaro di



Kanagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten
Pesisir Selatan”
B. Identifikasi masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka dapat diindetifikasi

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konflik kaum Dt.Bandaro antara anak datuak Bandaro atau AM dengan
keponakan SIH selaku penerima gadai, seharusnya tanah sawah yang
telah ditebus oleh pihak AM dapat dimanfaatkan namun pada
kenyataannya tanah tersebut dikuasai oleh keponakan dari pihak
menerima gadai atau SLH.

2. Sampai saat ini masalah masih dalam proses penyelesaian ke Makamah
Agung

C. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang disajikan diatas terdapat
dua puluh tujuh kaum di Kanagarian IV Koto Hilie dan tujuah diantaranya
mengalami konflik tanah ulayat kaum, maka yang menjadi fokus masalah
penelitian ini adalah: Konflik tanah ulayat kaum M.Dt. Bandaro. Tempat
objek penelitian hanya di Kanagarian IV Koto Hilie.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah diatas maka
rumusan masalah penelitian ini adalah:
1. Apakah penyebab terjadinya Konflik tanah ulayat kaum M.Dt.

Bandaro di Kanagarian 1V Koto Hilie?



2. Bagaimana proses penyelesaian Konflik tanah ulayat kaum M.Dt.
Bandaro di Kanagarian IV Koto Hilie?
E. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui penyebab terjadinya Konflik tanah ulayat kaum M.Dt.
Bandaro di Kanagarian IV Koto Hilie
2. Menganalisis bagaimana proses penyelesaian Konflik tanah ulayat
kaum M.Dt. Bandaro di Kanagarian IV Koto Hilie
F. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Memberikan sumbangan pemikiran terhadap mata kuliah Hukum Adat
2. Manfaat praktis
a. Bagi kaum yang berkonflik
Memberikan sumbangan pengetahuan kepada kuam yang
sedang mengalami konflik.
b. Bagi KAN (Kerapatan Adat Nagari)
Memberikan perspektif ilmiah terhadap permasalahan konflik
tanah ulayat dan solusi dalam upaya penyelesaian konflik tanah

ulayat kaum kepada KAN di Nagari IV Koto Hilie.



